PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

DAN

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI BONTANG

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN DALAM MEMBERIKAN AKOMODASI YANG LAYAK

BAGI DISABILITAS

NOMOR : W17-A8/416/HM.01.1/3/2022
NOMOR : 421/051/SLBN-Btg/111/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga puluh, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (30-03-2022), bertempat di Bontang, kami yang bertanda tangan

di bawah ini :

[. SAMAD HARIANTO

II. MARGONO

Ketua Pengadilan Agama Bontang,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Awang Long Nomor 69 Kelurahan
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang, bertindak untuk dan atas
nama Pengadilan Agama Bontang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri
Bontang, berkedudukan dan beralamat
di Jalan Kapten Piere Tendean
Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang, bertindak
untuk dan atas nama Sekolah Luar
Biasa Negeri Bontang serta mewakili
Dinas Sosial dan  Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota
Bontang.

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang melaksanakan pendidikan bagi
anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang berkedudukan
di Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian
Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas
berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pefayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The
Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak
Penyandang Disabilitas);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang
Layak Untuk Penyandang Disabilitas;

6. Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values
Dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung RI Nomor : 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan
Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pengadilan Agama;

N

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergi pelaksanaan tugas
dan fungsi PARA PIHAK untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi
masyarakat penyadang disabilitas Kota Bontang yang mencari keadilan
di Pengadilan Agama Bontang.
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Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran
negara dalam memberikan akomodasi yang layak bagi penyadang
disabilitas.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian pendampingan dan

penterjemahan bahasa isyarat.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

a. Pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berdasarkan
penilaian personal membutuhkan pedampingan ketika perperkara
di Pengadilan Agama Kota Bontang;

b. Penerjemahan memakai bahasa isyarat bagi penyadang disabilitas
yang membutuhkan;

c. Pemberihan pelatihan bagi petugas pelayanan di Pengadilan Agama
Bontang; dan

d. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat penyandang
disabilitas di Kota Bontang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila ada
masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian
personal dan memerlukan pendampingan atau juru bahasa isyarat
berdasarkan ketentuan yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak;
PIHAK KEDUA memberikan pendampingan atau menyiapkan juru
bahasa isyarat jika diperlukan bagi penyandang disabilitas selama
proses berpekara yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KEDUA memberikan pelatihan peningkatan sumber daya
manusia PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat, tata cara
berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas;
PIHAK KESATU menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan pelatihan;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini di bebankan kepada
PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
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Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini;

Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan
oleh para pihak secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
dan atau akan diakhiri;

Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya,
apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian
Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
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Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka
Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai alasan
pengakhiran Perjanjian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang
dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak yang
menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban maka,
Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan
pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum
dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan
tertulis tersebut.

Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa
terikat dengan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini, apabila masih terdapat hak dan
kewajiban yang belum diselesaikan menurut Perjanjian ini, maka PARA
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PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang
harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.

PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk mengenyampingkan
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Sehingga berakhirnya Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa melibatkan
hakim dan pengadilan.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah pihak
sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian, ditujukan dengan alamat
tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang.

Nomor telepon : (0548) 23001

Emalil : pa-bontang@pta-samarinda.net

PIHAK KEDUA

SEKOLAH LUAS BIASA (SLB) NEGERI BONTANG

Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang

Nomor telepon : (0548) 21098

Email : slbnegeribontang@gmail.com

Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan
secara tertulis telah di terima oleh PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh)
hari kalender sejak penetapan perubahan dilakukan. Dengan segala
keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang
melakukan perubahan.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian
dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2
(dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama setelah dltandatangam PARA PIHAK .
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